
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOi'iOR 14 TAHUN 2009

TEt{TANG

PEMAN FAATAN AIR PERMUIGAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

c.

d.

e.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa untuk menjaga kelestarian dan kemanfaatan air dalam
rangka pemaniaatan air permukaan sesuai ciengan rencana
pembangunan daerah diperlukan pengawasan yang
berkesinambungan;

bahwa pemantbatan air permukaan cii Provinsi Sumatera
Utara harus dilaksanakan berkesinambungan sesuai dengan
rencana pembangunan daerah;

bahwa pemaniaatan air permukaan memiiiki potensi konflik
antara pengguna atau para pemilik kepentingan sehingga
memerlukan pengaturan pemanfaatan yang jelas, tegas, adil,
dan terkendali dengan tetap menjaga kelestariaannya;

bahwa dalam rangka kepastian hukum sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan huruf ct pemanfaatan air
permukaan perlu ditata kelembagaan, pembiayaan, dan
pengawasannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
nada huruf a- huruf Lr- hunf c dan huruf d. maka nerlur -'__-- --t -', --t r -_ ---

membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara
bntang Pemanhatan Air Fermukaan di hovindSumatera Lltara.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi nceh cian Perubahan
Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1103) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2L Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor LM, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Incionesia Nomor 2013);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
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Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
R.epuiiiik iirdoiiesia i'ioirror 34i9);

Undang-Undang Nomor 18 Tahunlgg7 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun iW7 iriomor 41, Tambahan Lembaran iliegara i'iomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4M8);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun L997 tentang Pengambilan
dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun t997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20M tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Repubiik Incionesia Tahun 20w Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Unciang-Unciang Nomor 10 Tahun 2A01 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Neoara Reoublik Indonesia Nomor
438e);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A04 Nomor I25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2
Tahun 2008 ierrtang Perubahn Keeiua atas Unciang-Unciang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a84fi;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2407 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a725);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2A04 ientang Perubahan Rtas Unciang-unciang Nomor
4L Tahun L999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a37fl;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Pemerintah Nomor 3838);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun Z0A7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
ft _ -_t- ,(Lembaran i.iegara Repubiik incionesia Tahun 2aa7 i,iomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor aBl;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 47al;

i5. Peraturan Pemeriniah Nomor 42 Tahun 2008 teniang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor +858);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun
2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Ral$/at Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001
Nomor 2 Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun
200i tentang Dinas-ciinas Daerah Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001
Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun
2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan.
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKII.AI{ RAI(YAT DAERAH

FhalEllat 
-t 

tla -+FF I I l+l F IFI(L'Y|'!\|JT i'L'N'TA I EI(A f' I AI(A
dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAEMH TENTANG PEMANFMTAN AIR
PERMUIGAN.

BAB I
l.FrENTtttlt tlltllltlrrL I Ltr r lrntt t t-rt r-r

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
r.li*-L^. ".1 alrlrm I lnzlqaa I l^zl+na hrar- I\laar:r Daa. rhliL
Lrr! r rGil\JLrL.r Lrqrqr r r \.rr rL.rcr 19- Lrr lLrclr r9 LJctJcil r rEycil s RgP!rrJlrl\

Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah
sebagai unsur penltelenggara pemerintahan daerah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Hovinsiadalah Pernerintah Pnovinsi Sumabra utara;

5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

6. Dinas aciaiah Dinas yang mengeioia sumber ciaya air cii

Provinsi Sumatera Utara.

7. Air pennukaan adalah semua air yang terdapat pada
.1,--- !^--l^pcr | |ruKdcil l I tdt r.

8. Sumber air permukaan adalah tempaflwadah air yang
terdapat pada dan di atas permukaan tanah.

9. Air Hujan aciaiah air yang berasai ciari awan baik yang
alamiah maupun buatan yang berada pada dan di atas
permukaan tanah.

< n n--^--]c-!--- -z-- -I---- -.l-I-L ------l-t-- -:.-IU. remdnlalEdn dll petinuK.tdll dUdldll pellldllldtdll dlt
permukaan pada sumber air waduk, danau rawa sungai.

11. Hak guna pakai air permukaan adalah hak untuk memperoleh
rlrn rnarn=Vsl =ir rtaFrrrrrlzrrnugrt rttvttrut\ua urr lJvr rrrua\uulr.

12. Hak guna usaha air permukaan adalah hak untuk
memperoleh dan mengusahakan air permukaan.

{^ tt-,-------^: ------I---- -t---- -:-- -l----- --l-l-l- -...-..-i5. Konsei'-vasi sulnDei' oaya aii' perrnuKaarr aualall upaya
memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat
dan fungsi sumber daya air permukaan agar senantiasa
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tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk
memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu
-^l--.---- -l--- l-!---seKdrdilg ilrcrulruil ycilrg dKdil udtdilg.

L4. lzin pemanfaatan air permukaan adalah izin pemanfaatan air
permukaan untuk berbagai keperluan.

i5. Surat izin pemaniaatan air permukaan seianjutnya ciapat
disingkat SIPAP adalah surat izin pemanfaatan air permukan
yang dikeluarkan oleh Gubernur.

1a Danrralnl: rir ra6rrrir rlzrrn :rlrlrh larnh:rnr rrahrt rlihariIr.r. I vr lyLrr,rlq (lrl yLr I I lur\Cacal i Eugacaa i iua i tiJfivaa tgi ay LillJrv, i

wewenang untuk melaksanakan Pemanfaatan air permukaan.

17. Wadah koordinasi sumber daya air daerah provinsi adalah
wadah koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air yang
dibentuk di tingkat provinsi dan wilayah sungai.

BAB II
Flrrlt^ l t^ltttFl(rrANtr LlN\rltlrr

Pasal 2

Ruang lingkup Pemanfaatan air permukaan meliputi pemanfaatan
air cjanau, air sungai, air rawa, air iaut yang beracia cii ciarat, yang
mengatur perlindungan kuantitas dan kualitas air permukaan
sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.

BAB III
PRriisiP, Fui'tcsi, i'iAKSuD DAit T'diuAiri

Bagian Pertama
Prinsip
Pasal 3

(1) Pemanfaatan air permukaan didasarkan pada prinsip
kelestarian, keseimbangan,. kesinambungan, kemanfaatan
umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian,
transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Pemanfaatan air permukaan harus dilakukan sesuai dengan
sta nciar cia n peraturan perunciang-uncia ngan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 4

Pemanfaatan air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan
-t---^-^: ----- l:-^r^-----,-l--- l-- lr-----i-,lt--- --l-.---eKuiluilil ydilg ursereilggdrdKdil udil urwujuuKdil seudrd serdlds
agar dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kehidupan,
khususnya manusia pada waktu sekarang dan akan datang.
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Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasai 5

(1) Pemanfaatan air permukaan dimakudkan untuk menjalankan
segala usaha yang mencakup perencanaan, inventarisasi,
evaluasi, konservasi, pengawasan dan pengendalian
pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.

(2) Pemanfaatan air permukaan bertujuan:
a, mewujucikan keaciaan ciimana jumiah voiume air

permukaan di daerah tetap tersedia dalam jumlah yang
memadai untuk kebutuhan kehidupan pada waktu
sekarang dan yang akan datang; dan

b. mewujudkan kemanfaatan air permukaan yang optimal,
adil, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan atau
kenyamanan masyarakat.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasai 6

(1) Pemerintah provinsi memiliki wewenang pemanfaatan air
permukaan yang meliputi:
a. pengaturan dan pelaksanaan pemanfaatan air permukaan;

b. melakukan koordinasi pemanfaatan air permukaan pada
--!..-- ...:l-..-l- -..---: l:-i-- t/-l-..--r-- lar-L-- J-.-scltuclll wlldydll sullgcl! ll!lLds l\duuPdtelyNUtcU Udll

c. melakukan pengambilan dan pemanfaatan data dan
informasi air pennukaan.

(2) Kewenangan pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksucj
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 7

(1) Sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Dinas memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan
perencanaan.. pembinaan, pengkoordinasian, dan
pengawasan kegiatan pemanfaatan air permukaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
nrrla lr:t /1\ rn:lza hinrc rnalaLr rlzan lzaniafan caheaai
Psvg stuL \r,rt i a rsl\U err tUJ a i iLrgtter\91I l\!:rlsLvt I Jevu:rsi

berikut :

a. menyiapkan kebijakan pemanfaatan air permukaan;
b. mengkoordinasikan pemanfaatan air permukaan pada

satuan wiiayah sungai;
c. melaksanakan pengecekan, penelitian dan atau evaluasi

terhadap izin pemanfaatan sumber air permukaan;
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan staf pengelola air

permukaan.
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BAB V
PENGETOLAAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

!a--:-- n-r-_-
Dctglcil I rerualmA

Perencanaan
Pasal B

(1) Perencanaan pemanfaatan air permukaan diselenggarakan
untuk menghasiikan rencana yang benungsi 

- 
sebagai

pedoman pelakanaan guna mencapai tujuan pemanfaatan
air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (2).

(2) Perencanaan pemanfaatan air permukaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditaksanakan secara terbuka,
bertanggungjar,ab, aCi!, pa:tisipatif, meny,elu:-uh dan
terpadu.

Pasal 9

(1) Perencanaan pemanfatan air permukaan merupakan kegiatan
untuk menyusun rencana teknis alokasi pemanfaatan,
pemakaian dan Denggunaan sefta pengendalian air
permukaan.

(2) Perencanaan pemanfatan air permukaan di daerah dilakukan
oleh lembaga pengelola air permukaan dengan
memperhatikan wilayah sungai, daerah aliran sungai, wilayah
kerja daerah administrasi pemerintahan dan pertimbangan
berbagai instansi yang terkait.

Bagian Kedua
Inventarisasi" Monitorino dan Evaluasi

Pasal 10
inventai'isasi pei-r-ranfaatan aii' pei-nrukaan nrei-upakan kegiatar-r
untuk mengumpulkan data mengenai pemanfaatan dan
penggunaan air permukaan secara berkesinambungan.

Pasal 11

(1) Monitoring pemanfaatan air permukaan merupakan kegiatan
untuk memantau perkembangan pemaniaaian air permukaan
oleh para pemakai air permukaan secara berkesinambungan;

(2) Masyarakat dapat melakukan monitoring sebagaimana
ciimaksuci pacia ayat {i), cian ciiiaporkan secara tertuiis
kepada instansi teknis terkait.
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Pasal 12

(1) Pemerintah Provinsi wajib metakukan evaluasi terhadap
proses pemanfaatan air permukaan;

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan
untuk menganalisis data
permukaan;

penggunaan dan pemanfatan air

(3) Analisis sebagaimana dimakud pada ayat (2), tidak dapat
dilepaskan dengan potensi sumber da,va alr yang tercedia.

Bagian Ketiga
Konseivasi
pasal 13

(1) Konservasi sumber air permukaan ditujukan untuk
memeiihara keberarjaannya mengenai keaciaan, siiat, cian
fungsi sumber air permukaan agar senantiasa tersedia dalam
kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan mahluk hidup, baik pada waKu sekarang maupun
yang akan datang;

(2) Pemanfaatan sumber air permukaan harus memperhatikan
ekosistem dan lingkungan hidup;

(3) Masyarakat yang mengalirkan limbah ke badan air diwajibkan
untuk mematuhi peraturan tentang baku pembuangan air
iinrirah sesua i tier r gan keteiituan Feruirda ng-Unda ngary

(4) Masyarakat yang melakukan kegiatan sosiar dan ekonomi
yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air
permukaan, ciiwajibkan menjaga rungsi keiestarian sumber
air permukaan setempat.

Bagian Keempat
Pembinaan cjan Pengawasan

Pasal 14

(1) Pembinaan terhadap pemanfaatan air permukaan beserta
bangunan dan periengkapannya cii ciaerah aiiran sungai yang
tidak lintas Kabupaten/Kota diserahkan kepada pemerintah
Kabupaten/Kota;

(2) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yang berada di lintas Kabupaten/Kota diserahkan kepada
Pemerintah Provinsi.



Pasal 15

(1) Pengawasan pemanfatan air permukaan dilakukan oleh Dinas
yang mengeioia sumber ciaya air bersama-sama ciengan
instansi teknis terkait lainnya;

(2) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap
pemaniaatan air permukaan;

(3) Pengawasan pemanfaatan air permukaan sebagaimana
dimakud pada ayat (1), meliputi :

a. pengawasan preventif ; dan
b. pengawasan represif.

Pasal 16

(1) Pengawasn preventif sebagaimana dimaksud daram pasal 15
ayat (3), meliputi:
a. pembinaan kesadaran hukum mas-varakat;
b. aparatur; dan
c. hasil monitoring serta evaluasi.

(2) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud daram pasal 15
ayat (3), meiiputi tinciakan penertiban terhaciap perbuatan
perorangan dan badan usaha yang tidak melaksanakan
ketentuan dan melimpahkan pelanggaran terhadap peraturan
Daerah kepada instansi yanq benruenanq.

Pasal 17

untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud daram
Pasal 15, setiap pemegang izin pemanfaatan air permukaan wajib
memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk
mengadakan pemeriksaan dan memperlihatkan data yang
dipedukan.

Bagian Kelima
Pengencia iia n Pema ntbaia n

Pasal 18

Pengendalian pemanfaatan air permukaan dapat berupa
pengaturan pemaniaatan seiuruh atau sebagian air permukaan
melalui perizinan, dan/atau pelarangan untuk pemanfaatan
sebagian atau seluruh air permukaan teftentu.

Pasal 19

(1) Setiap pemanfaatan air yang telah mendapat izin, wajib
ciiiengkapi ciengan aiat pengukur ciebir yang secara periociik
harus ditera oleh instansi yang berwenang;
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(2) Setiap pemasangan alat pengukur debit harus mendapat izin
Dinas;

(3) Ketentuan mengenai pemasangan alat pengukur debit air
permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;

(4) Setiap pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung
jawab atas kerusakan alat pengukur debit air permukaan.

Bagian Keenam
Sumber Daya Manusia dan Peralatan

Pasa! 20

(1) Untuk melaksanakan pemanfaatan air permukaan,
Pemerintah Provinsi berkewajiban mempersiapkan dan
rrrenyediakan sunrber daya manusia yang berkuaiitas;

(2) Petugas yang melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan
air permukaan wajib dilengkapi dengan peraiatan yang sesuai
dengan tugas cian fungsinya.

Pasal 21

Spesifikasi peralatan, bangunan dan perlengkapan yang
digunakan untuk pemanfaatan air permukaan harus mengikuti
standar yang berlaku.

BAB VI
HAK GUNA PAigI DAii HAK GUsiA USAiiA AIR

Pasal 22

(1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya
air wajib :

a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber
daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai
yang bersangkutan;

b. Memelihara sumber daya air dan prasarananya agar
terpelihara fungsinya;

c, Melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber
J---- -:- - J--uayd drr ; udr r

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan
sumber daya air.

(2) Pengelola sumber daya air berhak memungut biaya jasa
pengelolaan sumber daya air dari pemegang izin
penggunaan sumber daya air.

(3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana
AimtlrctrA nrdr =rr=l /"\ +iA=b rlinr rnnr rf hilr: irc:Lrrr r rqnJLrLr PLr\rLr crtcrl. \L] Ll'.rqr\ urPLrl ryLrL ut(lyu JqJcr
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pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber
daya air bagi :

a. penrenuhai-r kebuii.ihan pokok sehari-hai'i riari sunrbei'aii'
yang bukan dari saluran distribusi ; dan

b. kebutuhan irigasi bagi pertaniaan rakyat di luar sistem
irigasi yang sudah ada.

Pasal 23

(1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok
masyarakat pemakai atr, badan sosial, atau badan usaha
didasarkan pada hak guna air;

(2) Hak guna air sebagaimana ciimaisuci pacia ayat (t) berupa
hak guna pakai air dan hak guna usaha air;

(3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin;
(4) Hak guna pakai air -vang diperoleh tanpa izin hanya

diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi
perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di
dalam sistem irigasi yang sudah ada.

/r\ | r-1, -.--- _-t-_: -:.- -_t___-:*-_*_ l:___t--."J __l_ _-.-! /n\t3/ ndK guild pdKdt dar SeDdgdamaila uimairsuct paga ayat tJl
memerlukan izin apabila :

a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah
kondisi alami sumber air ;

b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan
air dalam jumlah besar; atau

c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi
rrand crrr{:h rrl:
t gr ry crLrttcat I (rlrar.

(6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan
sumber daya air;

(7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
ciapat ciisewakan atau ciipinciahtangankan sebagian atau
seluruhnya kepada pihak lain ;

(8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan,
dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai
dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin
pengusahaan sumber daya air ;

/n\ I l-l- -:-- --l----:----- J:.^^-l----l 
--l- -- --! /-\ 

--..1-:\vl ndK guild drr seudgdilildild uilildKsuu pdud dydL \z/ ilrurdr
berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan
sumber daya air yang bercangkutan beroperasi.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 24

(1) Perizinan dalam pemanfaatan air permukaan diperlukan untuk
kegiatan :

a. pelaksanaan konstruksi pada titik pengambilan air
permukaan;
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b. pemanfaatan air permukaan untuk menggunakan hak guna
pakai air dan hak guna usaha air.

(2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada titik pengambilan
-:-- ----------l----- ----i:l- ----r.-l- -drr lJerrrruKddll wdjlu untuK ;

a. mematuhi ketentuan dalam izin;

b. membayar retribusi dan kompensasi lainnya sebagai akibat
ciari peiaisanaan konstruksi sesuai ciengan ketenuan
peraturan perundang-undangan.

c. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber
ciaya air;

d. Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air
disekitarnya;

e. Mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan

konstruksi;

f. Memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkab
oleh kegiatan konsfuksi;

g. Menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan
pokok sehari-hari maryarakat di sekitar lokasi kegiaun yang

terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan

h. Memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak

sosial masyarakat di sekitar iokasi kegiatannya.

Pasal 25

(1) Setiap izin yang sudah diberikan kepada perseorangan atau

badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1), tidak dapat dipindahtangankan;

(2) Tata cara memperoleh izin pemanfaatan akan diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Gubernur;

Pasal 26

Setiap rencana penambahan titik pemanfaatan atau perubahan

izin sebagaimana dimaksud daiam Pasal 24 ayat (1)' pemegang

izin diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru.
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BAB VIII
HAtq KEWATIBAN DAN TARANGAN

tsagian Pentr-na
Hak Pemegang Izin

Pasal 27

Setiap pemegang izin berhak untuk:
a. meiakukan pemaniaaian air permukaan sesuai ciengan izin

yang diberikan; dan
b. memperoleh perlindungan untuk pemanfaatan air permukaan

sesuai dengan izin vang dimiliki.

Bagian Kedua
at ^-. -^:rl--^ h-------- r_:-Newdjrudrl reillegdt rg IZil I

Pasal 28

Setiap pemegang izin berkewajiban untuk:
a. membayar pajak air permukaan sesuai ciengan peraturan

perundang-undangan;
b. memakai alat pengukur volume air pada setiap titik

pengambilan sumber air permukaan;
c. dalam hal pemanfaatan air dari sumber air, pemegang izin

berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kelestariannya;
d. memberikan sebagian air permukaan yang diambil untuk

!-------,--r!=.,- .. --.--l--! --l-:!----- -- ---l-:l- -l:- ^--t- -l--.. -^-- --:KepellLlllgdll llldsydtdKdt Serutdllly€l dlrclulld UlpelluKdl-|, 5e5udl
kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat;

Pasal 29

(1) Masyarakat berhak memperoleh data dan informasi air
permukaan menurut keperluan sesuai dengan fungsinya;

(2) Data cian informasi air permukaan ciapat ciiperoieh ciari Dinas.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 30

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan:
a. kegiatan yang dapat diduga akan menimbulkan kerusakan

pada alat ukur debit air permukaan, perlengkapan, dan
sarana kerja pemanfaatan air permukaan;

b. mengambil air permukaan tanpa melalui alat ukur debit;
c. mengambil air permukaan melebihi debit yang ditentukan

dalam izin yang diberikan; dan
d. memindahkan letak atau lokasi titik pengambilan air

permukaan tanpa izin.
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BAB IX
ii u BU iicAii oR GAirisAsi

Pasal 31

(1) Dinas dengan instansi Pemerintah, Pemerintah provinsi dan
Pemerintah KabupatenTKota memiiiki hubungan bersifat
koordinatif;

(2) Dalam hal-hal tertentu hubungan sebagaimana dimaksud
pacia ayat (i), ciapat bersiiai sub koorciinatii.

BAB X
PEi,iBIAYAA3{

Pasal 32

Pembiayaan untuk kegiaEn operasional pemanfaatan
permukaan ciibebankan kepacia Anggaran Penciapatan
Belanja Daerah.

BAB XT
KETEiITi.'Aii SAiii(sI

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 33

(1) Felanggaran hrhadap Pasal 25 ayat (3) akan dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin.

(2) Barangsiapa karena kelalainnya melanggar Pasal 30 huruf (e)
dan huruf (d) izin yang telah diperoleh batal demi hukum.

Bagian Kedua
Sanisi Piciana

Pasal 34

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran

sebagaimana ciimaisuci ciaiam Pasal 30 ciiancam hukuman piciana

kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pasal 35

Sebelum memberikan hukuman atau denda, Dinas yang

mengeioia sumber ciaya air ciapat memberikan peringatan dan

sanksi administratif.

air
cian
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BAB XrI
KETENTUAN IAIN.LAIN

rdsdt Jo

Wewenang dan tanggung jawab koordinasi terhadap pelakanaan
Pemanfaatan air permukaan yang tidak dapat dilakukan oleh
iembaga yang acia ciapat ciiiakukan oieh bacjan kerjasama yang
dibentuk Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota atau antara Pemerintah
Kabupaten/Kota.

BAB XIII
KETENTUAN PERATIHAN

YaSaa Jt

(1) Pelakanaan peraturan daerah yang telah ada dan tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap
berlaku selama belum diadakan yang baru berdasarkan
peraturan daerah ini.

(2) Izin-izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya
Peraturan Daerah ini ciinyatakan ieiap berlaku sampai masa
berlakunya berakhir.

BAB Xrv
KETENTUAiI PEI{UT1iP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 27 Oktober 2009
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIEIN
Diunciangkan di Mecian

I OKober 2009

LEMBAMN DAEMH PROVINSI SUMATERA I.JTAM TAHUN 2OO9 NOMOR .T5
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TENTANG

PEMAN FAATAN AIR PERMU I(AAN
UMUM
Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air semua makhluk di muka bumi ini akan
binasa. Oleh sebab itu karunia Tuhan tersebut perlu dikelola dengan baik,
demi kesejahteraan seluruh umat manusia dan makhluk hidup.
a---.-!l !-l-L l:---r..-l--- J-t-- ----t /-\ ----t -ta t r-.t--- r r-l--- t\----)ePelu [erdn urLdnLuilrKdrt udrdilr dyat [J/ pasal JJ uilalallrg-uiltralllg rJarscrr

1945 bahwa "Bumi dan air dan kekeyaan yang terkandung didalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat', maka
keberadaan sumber daya air dibumi Indonesia ini harus dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan akan air bagi kemakmuran seluruh masyarakat.
Air, baik air hujan, air permukaan maupun air tanah merupakan sumber daya
alam dan mempunyai peran penting dalam penyediaan pasokan kebutuhan
alzen rir rrnhrlz harhrer=i lzanarlrr=n Drr{r crrf ini r{irn:nr lzahr:frrh:n:ir rlz:ngr\gl I Call Ur lLl,lt\ l/\,1 UU},UI a\LIJLI lLll,ll r. r LlLlL rrGlGlL rl ll \Ill r lcll lLr t\\,uljLLl lLll I Lll Cll\Gll I

semakin meningkat, sumber daya air yang tadinya merupakan barang bebas,
yang dapat dipakai menjadi barang yang bernilai ekonomi yang dapat
diperdagangkan sebagai komoditi yang luas.
Sumber ciaya air saat ini ciapat ciigoiongkan sebagai sumber ciaya aiam yang
berperan vital dalam menunjang pembangunan sehingga perannya dapat
dikatakan strategis.
Mengingat perlunya pengaturan dalam pemanfaatan air permukaan maka
dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang jikPemanfaatan
Air Permukaan.

PASAT DEMI PASAT
Pasai i

Cukup jelas

Pasal 2
yang ciimaksuci ciengan "Air iaut yang beracia cii ciarat" aciaiah air iaut
yang masuk kedalam daratan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai
keperluaan misalnya :

d. Pengembangan air minum, sistem pendinginan mesin, pembangkit
listrik tenaga pasang surut yang instalasinya dan/atau operasionalnya
berpengaruh terhadap air di daraU

e. Irigasi tambak; dan
c a-:---: ------ ---.-..!l. rIlgdsl pclsclllg suIut.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

rr,
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Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jeias

Pasal 15
Cukup jeias

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jeias

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
^..t-. 

-- :-l--
LUKUp Jelds
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Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jeias

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jeias

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jeias

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN TEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 22


